
BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi
bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD dilampiri dengan
Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor  4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310 );

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012 Nomor 8 );

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 9 ),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 12 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN   ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa  laporan  keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp. 1.108.140.034.868,67
b. Belanja Rp. 1.096.539.884.203,16

Surplus Rp. 11.600.150.665,51

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 365.601.012.286,41
- Pengeluaran Rp. 35.770.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 329.831.012.286,41

Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan Rp. 341.431.162.951,92

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:
1. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Pendapatan berjumlah

Rp.11.174.862.112,18 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.119.314.896.980,85
b. Realisasi Rp. 1.108.140.034.868,67

Selisih kurang ( Rp. 11.174.862.112,18 )

2. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Belanja berjumlah
Rp.157.437.858.453,84 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.253.977.742.657,00
b. Realisasi Rp. 1.096.539.884.203,16

Selisih kurang ( Rp. 157.437.858.453,84 )

3. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit berjumlah
Rp.146.262.996.341,66 dengan rincian sebagai berikut:
a. Defisit setelah perubahan ( Rp. 134.662.845.676,15 )
b.  Realisasi surplus Rp. 11.600.150.665,51

Selisih lebih Rp. 146.262.996.341,66

4. Selisih lebih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan berjumlah
Rp.194.338.166.610,26 dengan rincian sebagai berikut:
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a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 171.262.845.676,15

b. Realisasi Rp. 365.601.012.286,41
Selisih lebih Rp. 194.338.166.610,26

5. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan
berjumlah Rp.830.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 36.600.000.000,00
b.  Realisasi Rp. 35.770.000.000,00

Selisih kurang ( Rp. 830.000.000,00 )

6. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto berjumlah
Rp.195.168.166.610,26 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 134.662.845.676,15
b.  Realisasi Rp. 329.831.012.286,41

Selisih lebih Rp. 195.168.166.610,26

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum koreksi

SiLPA tahun lalu Rp. 364.887.449.786,41
b. Koreksi SiLPA tahun lalu (Rp. 145.117.500,00 )
c. Saldo Anggaran Lebih Awal setelah koreksi

SiLPA tahun lalu Rp. 364.742.332.286,41
d. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 364.742.332.286,41
Sub Total Rp. 0,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 341.431.162.951,92
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan

tahun sebelumnya Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 341.431.162.951,92

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember
Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp. 2.103.006.376.346,35
b. Jumlah kewajiban Rp. 2.655.098.622,00
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.100.351.277.724,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai
berikut:
a. Pendapatan LO Rp. 1.100.410.575.474,61

1) Pendapatan Asli Daerah LO Rp. 102.482.655.139,84
2) Pendapatan Transfer LO Rp. 953.173.736.936,77
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3) Lain-lain Pendapatan yang sah LO Rp. 44.754.183.398,00

b. Beban LO Rp. 913.230.078.074,08
1) Beban Operasi LO Rp. 787.329.499.577,83
2) Beban Transfer LO Rp. 125.900.578.496,25

Surplus/Defisit dari Operasi LO Rp. 187.180.497.400,53

c. Surplus/Defisit dari kegiatan
non operasional Rp. 0,00
1) Surplus non operasional Rp. 0,00
2) Defisit non operasional Rp. 0,00

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp. 187.180.497.400,53

d. Pos Luar Biasa Rp. 195.256.000,00
1) Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00
2) Beban Luar Biasa Rp. 195.256.000,00

Surplus/Defisit LO Rp. 186.985.241.400,53

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, adalah
sebagai berikut:
a. Ekuitas awal Rp. 2.081.838.878.044,18
b. Surplus/Defisit LO Rp. 186.985.241.400,53
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

/Kesalahan Mendasar
- Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya ( Rp. 168.472.841.720,36 )

d. Ekuitas akhir Rp. 2.100.351.277.724,35

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp. 364.745.599.230,41
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 334.345.780.273,51
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset

non keuangan ( Rp. 357.745.629.608,00 )
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 88.680.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 1.138.261,00
f. Saldo Kas Lainnya – Dana BOS Rp. 613.607.346,00
g. Saldo kas akhir

per 31 Desember Tahun 2015 Rp. 342.049.175.502,92

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.  Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut  urusan
Pemerintahan Daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,  belanja dan
pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan  urusan  pemerintahan
daerah dan fungsi dalam  kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi ) daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Laporan Operasional
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 105/2016.


